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A. GAMBARAN UMUM

 Konsep goodgovernance

memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, 

pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga

negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan 

masyarakat. Dalam kerangka 

(goodgovernance) 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan 

penyelenggaraan 

secara berdaya guna, berhasil

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

 Lembaga good governance

negara/pemerintahan, 

yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing

Lembaga pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan 

hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan 

pendapatan, sedangk

ekonomi dan politik. Agar 

dibutuhkan komitmen dari ketiga domain tersebut berpartisipasi secara 

aktif dalam kerangka pencapaian tujuan bersama.

 Dilihat dari ketiga

goodgovernance, maka domain 
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GAMBARAN UMUM 

goodgovernance atau tata pemerintahan yang baik 

memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, 

pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga

negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan 

masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik 

) diperlukan pengembangan dan penerapan

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate 

 pemerintahan dan pembangunan dapat

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

orupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

good governance meliputi 3 domain 

negara/pemerintahan, sektor swasta atau dunia usaha dan masyarakat, 

yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing

pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan 

hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan 

pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, 

ekonomi dan politik. Agar good governance berjalan dengan baik 

dibutuhkan komitmen dari ketiga domain tersebut berpartisipasi secara 

kerangka pencapaian tujuan bersama. 

Dilihat dari ketiga domain dalam rangka perwujudan 

, maka domain negara/pemerintahan menjadi domain 
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atau tata pemerintahan yang baik 

memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, 

pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga-lembaga 

negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan 

tata pemerintahan yang baik 

pengembangan dan penerapan system 

legitimate sehingga 

dapat berlangsung 

na, bersih dan bertanggungjawab serta 

meliputi 3 domain utama yaitu 

tor swasta atau dunia usaha dan masyarakat, 

yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. 

pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan 

hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan 

berperan positif dalam interaksi sosial, 

berjalan dengan baik 

dibutuhkan komitmen dari ketiga domain tersebut berpartisipasi secara 

domain dalam rangka perwujudan 

menjadi domain 
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yang paling memegang peranan penting  karena fungsi pengaturan dan 

fasilitasi domain sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat serta fungsi 

administratif penyele

 Akuntabilitas layanan publik ditujukan sebagai perwujudan 

kewajiban dari individu

mengelola sumber

untuk dapat menjawab hal

fiskal,manajerial dan program. Dalam pengertian yang lebih luas 

akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai 

pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya.

 Prinsip akuntabilitas

baik pusat maupun 

cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 

organisasinya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publ

masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar 

tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai

atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki 

holder. 

 Kemauan 

Governance  diawali

Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang

yang Bersih dan Bebas

maka Presiden menerbitkan

Akuntabilitas Kinerja

Nomor 7 Tahun 1999 setiap

Pejabat Eselon II keatas
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yang paling memegang peranan penting  karena fungsi pengaturan dan 

fasilitasi domain sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat serta fungsi 

administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini.

Akuntabilitas layanan publik ditujukan sebagai perwujudan 

kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk 

mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya 

menjawab hal-hal yang menyangkut  pertanggungjawaban 

fiskal,manajerial dan program. Dalam pengertian yang lebih luas 

akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai 

pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya.

untabilitas akan mendorong setiap aparat pemerintahan 

baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan 

cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publ

masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar 

tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai

atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki 

 untuk meningkatkan akuntabilitas 

diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 dan 

Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung produk h

menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Kinerja Instansi Pemerintah.  Berdasarkan pada Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin

Eselon II keatas diwajibkan menyusun Perencanaan
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yang paling memegang peranan penting  karena fungsi pengaturan dan 

fasilitasi domain sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat serta fungsi 

nggaraan pemerintahan melekat pada domain ini. 

Akuntabilitas layanan publik ditujukan sebagai perwujudan 

individu atau penguasa yang dipercayakan untuk 

sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya 

hal yang menyangkut  pertanggungjawaban 

fiskal,manajerial dan program. Dalam pengertian yang lebih luas 

akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai 

pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya. 

akan mendorong setiap aparat pemerintahan 

daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan 

cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada 

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau 

masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar 

tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai 

atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki stake 

 menuju Good 

Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 dan 

Penyelenggaraan Negara 

hukum tersebut, 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Berdasarkan pada Inpres 

Perangkat Daerah yang dipimpin 

Perencanaan Strategik 
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(Renstra ) untuk masa li

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang

mencapai Good Governance

menggerakkan birokrasi

Penyelenggaraan Negara 

wacana. Untuk 

menerbitkan Isntruksi

Pemberantasan Korupsi.

2004  mengam

mewujudkan tata kelola

bentuk Sistem Akuntabilitas

Sistem AKIP pada hakikatnya

pemerintahan berfokus 

penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (

keluaran semata. Sesuai

Nomor 7 tahun 1999 tentang

setiap Pemerintah Daerah (Pejabat

menyampaikan Laporan

(LAKIP) kepada 

Pemerintah untuk

pelaksanaan misi 

yang telah ditetapkan

setiap akhir anggaran.

 Berdasarkan

Daerah (RPJMD) Kabup

penyusunan LAKIP Pemerintah

pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan
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(Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa

Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam

Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru

birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam

 menyempurnakan hal tersebut, maka

ntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden 

mengamanatkan agar setiap penyelenggara

mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik yang diterapkan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (

AKIP pada hakikatnya merupakan system 

berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi

hukum yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented

semata. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

 Presiden, sebagai perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

 organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran 

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban 

anggaran. 

Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 20

penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud  didasarkan 

kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran 
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beberapa tahun, 

belum optimal dalam 

Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu 

akuntabilitas dan 

yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran 

tersebut, maka pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

 Nomor 5 Tahun 

penyelenggara pemerintah 

kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam 

Pemerintah (Sistem AKIP). 

system manajemen 

akuntabilitas dan transparansi 

Outcomes oriented) bukan 

Republik Indonesia 

Instansi Pemerintah 

Eselon II) diminta untuk 

Instansi Pemerintah 

kewajiban suatu Institusi 

keberhasilan/kegagalan 

tujuan dan sasaran 

 secara periodik 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Talaud Tahun 2020-2025 

Talaud  didasarkan 

ujuan dan sasaran 
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yang direncanakan. Realisasi

realisasi dari pelaksana

 Kesehatan 

tertuang dalam Undang

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

pokok pembangunan

Pembangunan kesehatan

Pembangunan Nasional yang bertujuan

kemauan dan kemampuan

derajat kesehatan

kesehatan tersebut

baik masyarakat, swasta

dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Pemerintah

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

yang menempatkan

memantapkan pembangunan

dilakukan dengan

perekonomian, berlandaskan

sumberdaya manusia yang berkualitas

pengetahuan dan teknologi yang terus

Pemerintah

pembangunan di wilayahnya

tantangan dan peluang yang ada. Untuk

kesehatan  di Kepulauan Talau

nasional, maka 

penyelenggaraan 
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yang direncanakan. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 202

 merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf h dan Undang

6 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini

pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari

embangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, 

masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan 

dikoordinasikan oleh Pemerintah. 

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang N

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

yang menempatkan periode 2020-2025 sebagai tahapan

pembangunan secara menyeluruh diberbagai

dengan menekankan pencapaian daya saing

perekonomian, berlandaskan keunggulan sumberdaya

manusia yang berkualitas serta kemampuan

pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. 

Pemerintah daerah memegang peranan penting

pembangunan di wilayahnya  termasuk bidang kesehatan dengan

tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan

di Kepulauan Talaud dengan pembangunan

 perlu adanya penyelarasan. Oleh karena

 pembangunan kesehatan di Kabupaten
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dalam LAKIP ini adalah 

22. 

sebagaimana yang 

Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf h dan Undang-

Kesehatan. Hal ini menjadi unsur 

masyarakat. 

bagian integral dari 

meningkatkan kesadaran, 

setiap orang agar terwujud 

tingginya. Pembangunan 

bangsa Indonesia, 

pemerintah, yang dimotori dan 

Nomor 17 Tahun 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), 

tahapan ketiga untuk 

diberbagai bidang. Hal ini 

saing kompetitif, 

sumberdaya alam dan 

kemampuan ilmu 

penting dalam 

dengan berbagai 

mensinergikan pembangunan 

pembangunan kesehatan 

penyelarasan. Oleh karena itu 

di Kabupaten Kepulauan 
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Talaud mengacu pada Sistem

Presiden nomor 72 T

Nomor021/Menkes/SK/I/2011

kesehatan 2020-2025

Dalam rangka 

Daerah (SKPD) perlu

Pelaksanaan Peraturan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Talaud 

Nomor 6 Tahun 2008 

Dinas Daerah dan 

5 tahun 2014 tentang

(RPJMD) Kabupaten

Strategis Dinas Kesehatan

dalam melaksanakan

Jangka Menengah Daerah Kepulauan Talaud,

yaitu“Membangun

Cepat, dan Manusiawi”. 

Dasar Hukum

Pemerintah (LAKIP)  ini juga disusun

perundang-undangan

1. Ketetapan Majelis

Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebasKorupsi, 

Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebasdari

dan Nepotisme;
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Talaud mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional berdasark

nomor 72 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Kesehatan

021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian 

2025. 

 penyusunan Rencana Strategis Satuan 

erlu mempedomani Permendagri 54 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentangTahapan, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

bangunan Daerah, Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Talaud 

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi d

Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud N

5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

bupaten Kepulauan Talaud 2020-2025. Penyusunan

Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai

melaksanakan pokok-pokok pikiran Visi dan Misi Pembangunan 

Menengah Daerah Kepulauan Talaud, terutama

“Membangun Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Murah, 

Cepat, dan Manusiawi”.  

 penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP)  ini juga disusun untuk memenuhi amanat

undangan sebagai berikut: 

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebasKorupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebasdari

dan Nepotisme; 
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Kesehatan Nasional berdasarkan Peraturan 

ahun 2012, Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

egis Kementerian 

 Kerja Perangkat 

Permendagri 54 Tahun 2010 tentang 

ahun 2008 tentangTahapan, 

Pelaksanaan Rencana 

bangunan Daerah, Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Talaud 

Organisasi dan Tata Kerja 

Kepulauan Talaud Nomor 

Menengah Daerah 

Penyusunan Rencana 

Kepulauan Talaud sebagai upaya 

isi Pembangunan 

terutama misi 4 

Kesehatan Yang Murah, 

Kinerja Instansi 

amanat peraturan 

Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebasKorupsi, 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi 
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3. Undang-undang

Keuangan Negara;

4. Undang – Undang 

Perbendaharaan Negara

5. Undang-Undang

Pemerintahan 

6. Undang – Undang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

7. Undang – Undang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah 

Daerah; 

8. Undang-Undang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang – Undang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005

10. Peraturan Pemerintah Re

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

14. Peraturan Presiden

Akuntabilitas Kinerjainstansi

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara; 

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

 Daerah; 

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah 

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang

erencanaan Pembangunan Nasional; 

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Kinerjainstansi Pemerintah 
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Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

publik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Tahun 2014 tentang Sistem 



 
   
 

BAB I  PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 

15. Instruksi Presiden

Akuntabilitas Kinerja

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuan

17. Surat Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 

pedoman penyusunan

Pemerintah; 

18. Peraturan Menteri 

09/M.PAN/5/2007

Kinerja Utama di Lingkungan

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Reformasi Birokrasi

Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Instansi

20. Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan JangkaMe

Tahun 2020- 2025 

21. Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Talaud Nomor 04 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

22. Peraturan Daerah Kabupaten

Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepulauan Talaud;

23. Peraturan Daerah Kabupaten

Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Daerah Kabupaten
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Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Surat Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003  tentang

penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara n

09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas

Instansi Pemerintah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor

Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) 

2025 KabupatenKepulauan Talaud; 

Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Talaud Nomor 04 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2008 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas  Daerah

Kepulauan Talaud; 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2008 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud; 
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 Laporan Kinerja 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

tentang perbaikan 

Kinerja Instansi 

Aparatur Negara nomor PER/ 

Penetapan Indikator 

Aparatur Negara dan 

 Petunjuk Teknis 

Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan 

omor 9 Tahun 2014 

h Daerah (RPJMD) 

Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Talaud Nomor 04 Tahun 2008 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

Kepulauan Talaud; 

Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2008 

Dinas  Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2008 

Inspektorat dan Lembaga Teknis 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya

Kepulauan Talaud;

25. Peraturan Bupati

Kedudukan Struktur

Kerja Dinas Kesehatan

 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana

Nomor 34 Tahun 20

Pokok dan Fungsi

Kepulauan Talaud

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah

a. Perumusan kebijakan di bidang

dan pengendalian

kesehatan dan perbekalan

sumber daya

b. Pelaksanaan

dan pengendalian

kesehatan dan perbekalan

sumberdaya 

c. Pelaksanaan

masyarakat, pencegahan       dan       pengendalian

pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat

kesehatan rumah

d. Pelaksanaan

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 07 Tahun 2008 

rganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya

Kepulauan Talaud; 

Bupati Kepulauan Talaud Nomor34 Tahun 20

Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsiserta Tata 

Kesehatan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud 

Tahun 2016 tentang Kedudukan Struktur Organisasi

Fungsi  serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kepulauan Talaud.Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas

Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut: 

kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan 

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 

daya kesehatan; 

Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan 

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta

 kesehatan; 

anaan evaluasi dan pelaporan di bidang

masyarakat, pencegahan       dan       pengendalian

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan

rumah tangga (PKRT) serta sumberdaya kesehatan;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
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Kepulauan Talaud Nomor 07 Tahun 2008 

rganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya Kabupaten 

Tahun 2016 Tentang 

Pokok dan Fungsiserta Tata 

Kepulauan Talaud. 

Kepulauan Talaud 

Organisasi Tugas 

Kesehatan Kabupaten 

Dinas Kesehatan 

masyarakat, pencegahan 

kesehatan, kefarmasian, alat 

tangga (PKRT) serta 

masyarakat, pencegahan 

kesehatan, kefarmasian, alat 

tangga (PKRT) serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan 

masyarakat, pencegahan       dan       pengendalian penyakit,   

kesehatan dan perbekalan 

kesehatan; 

lingkup tugasnya; 
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e. Pelaksanaaan

bidang kesehatan.

 

Peraturan

tentang Kedudukan

Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten

Bupati melaksanakan

daerah di bidang

kepada daerah kabupaten.

  Kepala Dinas

pelaksanaan tugas

a. Sekretariat; 

b.  Bidang Kesehatan Masyarakat;

c. Bidang Pencegahandan Pengendalian

d.  Bidang Pelayanan

e.  Bidang Sumber

f.  Unit PelaksanaTeknis

g. Kelompok Jabatan

 Adapun 

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang

membantu 

mengkoordinasikan, membina, merencanakan, mensinkronisasikan, 

mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan 

pencegahan dan pengendalian

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

Pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

kesehatan. 

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 34

Kedudukan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud

Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

daerah di bidang Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan

kabupaten. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud memimpin

tugas pokok dan fungsi membawahi : 

 

Kesehatan Masyarakat; 

Pencegahandan Pengendalian Penyakit; 

Pelayanan Kesehatan; 

Sumber Daya Kesehatan; 

Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD); 

Jabatan Fungsional. 

 tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai

 kepala dinas dalam merumuskan

engkoordinasikan, membina, merencanakan, mensinkronisasikan, 

mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi 

 tugas Kesekretariatan, Bidang kesehatan

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
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fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

34 Tahun 2016 

dan Fungsi serta 

Kepulauan Talaud.Kepala Dinas 

tugas membantu 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pembantuan yang diberikan 

Kepulauan Talaud memimpin 

berikut : 

mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan, 

engkoordinasikan, membina, merencanakan, mensinkronisasikan, 

 kegiatan serta 

kesehatan masyarakat, 

pelayanan kesehatan, 
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kefarmasian, alat

(PKRT) serta sumberdaya

Sekretariat membawahi :

1) Sub bagian Program, Informasi dan Hubungan 

Masyarakat;

2) Sub bagian

3) Sub bagian

b. Bidang  Kesehatan 

    dinas      dalam

    kebijakan   operasional

    masyarakat, 

    kesehatan lingkungan, 

            Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1) Seksi Kesehatan

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3) Seksi Kesehatan

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian

kepala dinas

kebijakan operasional di bidang

dan pengendalian

penyakit tidak

       Bidang Pencegahan dan Pengendalian

1) Seksi

2) Seksi

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

sumberdaya kesehatan. 

membawahi : 

Sub bagian Program, Informasi dan Hubungan 

Masyarakat; 

Sub bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;

Sub bagian Hukum, Kepegawaiaan  dan Umum;

Kesehatan   Masyarakat    bertugas       membantu

dalam     melaksanakan     perumusan    dan

operasional     di    bidang    Kesehatan   keluarga,

      promosi   kesehatan,   pemberdayaan

lingkungan,  kesehatan  kerja dan olahraga.

Kesehatan Masyarakat, membawahi : 

Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertugas

dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian

tidak menular dan Kesehatan jiwa; 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:

Seksi Surveilans dan Imunisasi; 

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
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kesehatan rumah tangga 

Sub bagian Program, Informasi dan Hubungan 

Aset; 

Umum; 

membantu      kepala    

dan    pelaksanaan            

keluarga,      gizi    

pemberdayaan     masyarakat,    

kerja dan olahraga. 

Keluarga dan Gizi Masyarakat; 

 

Kerja dan Olah Raga; 

tugas membantu 

perumusan dan pelaksanaan 

surveilans dan imunisasi, pencegahan 

menular, pencegahan dan pengendalian 

membawahi: 

Penyakit; 
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3) Seksi

dan kesehatan

 

d. Bidang Pelayanan

Kepala 

melaksanakan

di bidang

rujukan 

kesehatan

         Bidang Pelayanan

1) Seksi

2) Seksi

3) Seksi

f.  Bidang Sumber

1) Tugas Pokok :

Kepala Bidang

melaksanakan

kefarmasian,  alat

tangga (PKRT) serta

Bidang Sumber

1) Seksi

2) Seksi

3) Seksi
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Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dan kesehatan jiwa; 

Pelayanan Kesehatan 

 Bidang Pelayanan Kesehatan mempunya

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan

 termasuk peningkatan mutunya serta

kesehatan tradisional. 

Pelayanan Kesehatan membawahi : 

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional; 

Sumber Daya Kesehatan 

Pokok : 

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai

melaksanakan perumusan kebijakan operasional

kefarmasian,  alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

tangga (PKRT) serta sumberdaya manusia kesehatan.

Sumber Daya Kesehatan membawahi : 

Seksi kefarmasian;   

Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; 

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
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Penyakit tidak menular 

mempunyai tugas 

kebijakan operasional 

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan 

serta pelayanan 

mempunyai tugas 

operasional di  bidang 

kesehatan rumah 

kesehatan. 
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C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SARANA PRASARANA

 Jumlah total SDM 

Kabupaten Kepulauan Talaud pada akhir tahun 2022 sebanyak   orang 

tenaga Kesehatan.  Dari jumlah tersebut terdiri dari PNS sebanyak

orang dan Non PNS sebanyak   orang, yang tersebar pada Dinas 

Kesehatan dan fasilit

pemerintah maupun milik swasta.

Jumlah pejabat structural pada lingkungan Dinas Kesehatan tersebar di 

Dinas Kesehatan, Puskesmas

Jumlah pejabat stru

Talaud sebanyak   orang yang terdiri dari :

 Kepala Dinas

 Sekretaris

 Kepala Bidang

 Kepala S

 Kepala Puskesmas

 Kepala Labkesda

 Direktur RSUD Talaud

 Direktur RSB 

 Kasubag TU Puskesmas

 Kasubag TU Labkesda

 Kabag RSUD Talaud

 Kabid RSUD Talaud

 Kabag RSB Gemeh

 Kabid RSB Gemeh

 Kasubag RSUD Talaud

 Kepala Seksi

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SARANA PRASARANA

Jumlah total SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Talaud pada akhir tahun 2022 sebanyak   orang 

tenaga Kesehatan.  Dari jumlah tersebut terdiri dari PNS sebanyak

orang dan Non PNS sebanyak   orang, yang tersebar pada Dinas 

Kesehatan dan fasilitas pelayanan Kesehatan baik yang milik 

pemerintah maupun milik swasta. 

Jumlah pejabat structural pada lingkungan Dinas Kesehatan tersebar di 

Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda dan Rumah Sakit.

Jumlah pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan

Talaud sebanyak   orang yang terdiri dari : 

Kepala Dinas   :  1 orang 

Sekretaris   :  1 orang 

Kepala Bidang  :  4 orang 

Kepala Sub Bagian  :  2 orang 

Kepala Puskesmas  : 21 orang 

Kepala Labkesda  :  1 orang 

Direktur RSUD Talaud :  1 orang 

Direktur RSB Gemeh :  1 orang 

Kasubag TU Puskesmas :  1 orang 

Kasubag TU Labkesda :  1 orang 

Kabag RSUD Talaud  :  1 orang 

Kabid RSUD Talaud  :  3 orang 

Kabag RSB Gemeh  :  3 orang 

Kabid RSB Gemeh  :  3 orang 

Kasubag RSUD Talaud :  3 orang 

Kepala Seksi RSUD Talaud :  6 orang 
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SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SARANA PRASARANA 

Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Talaud pada akhir tahun 2022 sebanyak   orang 

tenaga Kesehatan.  Dari jumlah tersebut terdiri dari PNS sebanyak   

orang dan Non PNS sebanyak   orang, yang tersebar pada Dinas 

as pelayanan Kesehatan baik yang milik 

Jumlah pejabat structural pada lingkungan Dinas Kesehatan tersebar di 

dan Rumah Sakit. 

tural Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan 
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 Kasubag RSB Gemeh

 Kepala Seksi RSB Gemeh

 Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kepulauan Talaud, selain jabatan stru

jabatan fungsional yaitu sebagai berikut :

 Medis  

 Keperawatan

 Kebidanan

 Kefarmasian

 Kesehatan Masyarakat

 Kesehatan Lingkungan

 Gizi  

 Keterapian Fisik

 Keteknisian Medis

 

D. STRUKTUR ORGANISASI
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Kasubag RSB Gemeh :  3 orang 

Kepala Seksi RSB Gemeh :  6 orang 

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kepulauan Talaud, selain jabatan struktural terdapat pula kelompok 

jabatan fungsional yaitu sebagai berikut :  

   :  

rawatan   : 

Kebidanan   : 

Kefarmasian   : 

Kesehatan Masyarakat : 

Kesehatan Lingkungan : 

   : 

Keterapian Fisik  : 

Keteknisian Medis  : 

STRUKTUR ORGANISASI 
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Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 

tural terdapat pula kelompok 
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BIDANG 
KESEHATAN MASYARAKAT 

 

SEKSI 
KESGA DAN GIZI 
MASYARAKAT 

SEKSI 
KESLING, KESKER DAN 

OLAHRAGA 

SEKSI 
PROMOSI DAN 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN 
KEPULAUAN TALAUD 

KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan  Kabupaten Kepulauan
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KEPALA 
DINAS 

SEKRETARIS

KASUBAG PROGRAM, 
INFORMASI DAN HUMAS 

KASUBAG 
KEUANGAN DAN 
PENGELOLAAN 

ASET

BIDANG 
PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN PENYAKIT 

 

BIDANG 
PELAYANAN KESEHATAN 

 
 

 

UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DINAS 

SEKSI  P2PM  

SEKSI SURVEILENS DAN 
IMUNISASI 

SEKSI P2PTM DAN 
KESEHATAN JIWA 

 

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN 
PRIMER 

 

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN 
RUJUKAN 

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN 
TRADISIONAL 

 

SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI KEFARMASIAN

SEKSI ALKES DAN PKRT

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan  Kabupaten Kepulauan Talaud 
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SEKRETARIS 

KASUBAG 
KEUANGAN DAN 
PENGELOLAAN 

ASET 

BIDANG 
SUMBER DAYA KESEHATAN 

 

SEKSI KEFARMASIAN 

 

SEKSI ALKES DAN PKRT 
 

 

SEKSI SDMK 
 

 

KASUBAG HUKUM, 
KEPEGAWAIAN DAN 

UMUM 
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Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat 21 UPTD dan 1 UPTD Labkesda 

yaitu : 

1. UPTD Puskesmas Melonguane

2. UPTD Puskesmas Tule

3. UPTD Puskesmas Pulutan

4. UPTD Puskesmas Rainis

5. UPTD Puskesmas Tarohan

6. UPTD Pu

7. UPTD Puskesmas Lobbo

8. UPTD Puskesmas Sambuara

9. UPTD Puskesmas Essang

10. UPTD Puskesmas Gemeh

11. UPTD Puskesmas Lirung

12. UPTD Puskesmas Moronge

13. UPTD Puskesmas Salibabu

14. UPTD Puskesmas Kalongan

15. UPTD Puskesmas Mangaran

16. UPTD Puskesmas Damau

17. UPTD Puskesmas Kar

18. UPTD Puskesmas Kakorotan

19. UPTD Puskesmas Marampit

20. UPTD Puskesmas Dapalan

21. UPTD Puskesmas Miangas

22. UPTD Labkesda

 

 

E. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS
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Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat 21 UPTD dan 1 UPTD Labkesda 

UPTD Puskesmas Melonguane 

UPTD Puskesmas Tule 

UPTD Puskesmas Pulutan 

UPTD Puskesmas Rainis 

UPTD Puskesmas Tarohan 

UPTD Puskesmas Beo 

UPTD Puskesmas Lobbo 

UPTD Puskesmas Sambuara 

UPTD Puskesmas Essang 

UPTD Puskesmas Gemeh 

UPTD Puskesmas Lirung 

UPTD Puskesmas Moronge 

UPTD Puskesmas Salibabu 

UPTD Puskesmas Kalongan 

UPTD Puskesmas Mangaran 

UPTD Puskesmas Damau 

UPTD Puskesmas Karatung 

UPTD Puskesmas Kakorotan 

UPTD Puskesmas Marampit 

UPTD Puskesmas Dapalan 

UPTD Puskesmas Miangas 

UPTD Labkesda 

ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS 
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Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat 21 UPTD dan 1 UPTD Labkesda 
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Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 

2022 adalah : 

1) Pelayanan Ibu Hamil 

Walaupun tahun 2022 tidak terjadi kasus kematian pada ibu 

hamil maupun ibu bersalin (AKI = 0), namun trend peningkatan 

Angka Kematian Ibu (AKI) yang cenderung meningkat di 3 tahun 

sebelumnya perlu diwaspadai.  Apalagi 

pemenuhan standar kualitas SPM Ibu Hamil masih tetap 

dijumpai, yakni ketiadaan pelayanan tes laboratorium untuk ibu 

hamil seperti pemeriksaan Hemoglobin (Hb) untuk mendeteksi 

anemia, pemeriksaan Golongan Darah, pemeriksaan protein 

urine untuk menunjang deteksi preeklamsia/eklamsia, dan 

pemeriksaan glukosa untuk mendeteksi DM pada ibu hamil.

2) Jumlah kasus Stunting masih tinggi

Jumlah kasus stunt

tahun 2021 menjadi 430

banyaknya kasus stunting menunjukkan perlu ada upaya yang 

lebih optimal dalam pencegahannya.  Faktanya

banyak dilakukan oleh petugas Kesehatan dan 

atau peran 

3) Cakupan IMD dan ASI Eksklusif masih tetap rendah

Rendahnya cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) menjadi salah 

satu penyebab rendahnya cakupan ASI Eksklusif, yang pada 

akhirnya memberi kontribusi dalam ketidakcukupan asupan gizi 

di periode usia 0 

stunting di kemudian hari.  Kurangnya promosi tentang ASI, pola 

asuh yang salah atau kurang tepat, dan anggapan di masyarakat 

bahwa ASI saja tidak cukup

masih belum bisa diterapkan s

4) Pencegahan PTM masih belum optimal
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Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 

 

Pelayanan Ibu Hamil lebih baik tapi belum optimal

Walaupun tahun 2022 tidak terjadi kasus kematian pada ibu 

hamil maupun ibu bersalin (AKI = 0), namun trend peningkatan 

Angka Kematian Ibu (AKI) yang cenderung meningkat di 3 tahun 

sebelumnya perlu diwaspadai.  Apalagi permasalahan terkait 

pemenuhan standar kualitas SPM Ibu Hamil masih tetap 

dijumpai, yakni ketiadaan pelayanan tes laboratorium untuk ibu 

hamil seperti pemeriksaan Hemoglobin (Hb) untuk mendeteksi 

anemia, pemeriksaan Golongan Darah, pemeriksaan protein 

e untuk menunjang deteksi preeklamsia/eklamsia, dan 

pemeriksaan glukosa untuk mendeteksi DM pada ibu hamil.

Jumlah kasus Stunting masih tinggi 

Jumlah kasus stunting mengalami penurunan dari 588 kasus di 

tahun 2021 menjadi 430 kasus di tahun 2022, namun masih 

banyaknya kasus stunting menunjukkan perlu ada upaya yang 

lebih optimal dalam pencegahannya.  Faktanya

banyak dilakukan oleh petugas Kesehatan dan belum ada upaya 

atau peran dari masyarakat dalam mencegah stun

Cakupan IMD dan ASI Eksklusif masih tetap rendah

Rendahnya cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) menjadi salah 

satu penyebab rendahnya cakupan ASI Eksklusif, yang pada 

akhirnya memberi kontribusi dalam ketidakcukupan asupan gizi 

di periode usia 0 -  6 bulan dan dapat berdampak pada terjadi 

stunting di kemudian hari.  Kurangnya promosi tentang ASI, pola 

asuh yang salah atau kurang tepat, dan anggapan di masyarakat 

bahwa ASI saja tidak cukup menyebabkan program ASI Eksklusif 

masih belum bisa diterapkan secara optimal. 

Pencegahan PTM masih belum optimal 
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Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 

belum optimal 

Walaupun tahun 2022 tidak terjadi kasus kematian pada ibu 

hamil maupun ibu bersalin (AKI = 0), namun trend peningkatan 

Angka Kematian Ibu (AKI) yang cenderung meningkat di 3 tahun 

permasalahan terkait 

pemenuhan standar kualitas SPM Ibu Hamil masih tetap 

dijumpai, yakni ketiadaan pelayanan tes laboratorium untuk ibu 

hamil seperti pemeriksaan Hemoglobin (Hb) untuk mendeteksi 

anemia, pemeriksaan Golongan Darah, pemeriksaan protein 

e untuk menunjang deteksi preeklamsia/eklamsia, dan 

pemeriksaan glukosa untuk mendeteksi DM pada ibu hamil. 

ing mengalami penurunan dari 588 kasus di 

kasus di tahun 2022, namun masih 

banyaknya kasus stunting menunjukkan perlu ada upaya yang 

lebih optimal dalam pencegahannya.  Faktanya, upaya lebih 

belum ada upaya 

dalam mencegah stunting. 

Cakupan IMD dan ASI Eksklusif masih tetap rendah 

Rendahnya cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) menjadi salah 

satu penyebab rendahnya cakupan ASI Eksklusif, yang pada 

akhirnya memberi kontribusi dalam ketidakcukupan asupan gizi 

dan dapat berdampak pada terjadi 

stunting di kemudian hari.  Kurangnya promosi tentang ASI, pola 

asuh yang salah atau kurang tepat, dan anggapan di masyarakat 

menyebabkan program ASI Eksklusif 
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Pelayanan penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) masih 

belum optimal karena sebagian besar tidak melakukan 

pemeriksaan secara berkala untuk mencegah komplikasi atau 

memberatnya penyakit.  Hal ini di

kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit tersebut, dan 

ditambah lagi dengan layanan Posbindu PTM di desa

belum optimal karena keterbatasan reagen untuk 

glukosa, kolesterol, dan asam urat.

5) Pelayanan ODGJ Berat

Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ Berat) seperti 

Skizofrenia

kecemasan

Ketiadaan dokter spesialis jiwa menjadi permasalahan utama. 

Karena adanya stigma di masyarakat ataupun karena penderita 

yang dianggap membahayakan orang lain, maka masih dijumpai 

adanya penderita ODGJ Berat yang dipasung. 

6) Labkesda belum memberikan layanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Laboratorium Kesehatan 

2022 masih terbatas pada pemeriksaan klinik (hematologi, kimia, 

urin, mikrobiologi) untuk pasien

maupun rujukan sampel dari RSUD.  Untuk pemeriksaan air (air 

minum maupun limbah), pemeriksaan sampel

pemeriksaan kualitas udara belum dapat dilaksanakan.

7) RS Bergerak Gemeh belum menjadi FKTL yang memadai

Rumah Sakit Bergerak Gemeh memiliki potensi menjadi fasilitas 

rujukan di wilayah utara kabupaten yang meliputi 6 kecamatan 

yakni Essang Sel

dan Miangas.  Ketiadaan dokter spesialis dasar yang dapat 

memberikan p
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Pelayanan penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) masih 

belum optimal karena sebagian besar tidak melakukan 

pemeriksaan secara berkala untuk mencegah komplikasi atau 

memberatnya penyakit.  Hal ini disebabkan masih rendahnya 

kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit tersebut, dan 

ditambah lagi dengan layanan Posbindu PTM di desa

belum optimal karena keterbatasan reagen untuk 

glukosa, kolesterol, dan asam urat. 

Pelayanan ODGJ Berat masih tetap rendah 

Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ Berat) seperti 

Skizofrenia, Psikosis Akut, dan Gangguan campuran depresi dan 

kecemasan belum dapat terlayani dengan baik di Tahun 2022.  

Ketiadaan dokter spesialis jiwa menjadi permasalahan utama. 

Karena adanya stigma di masyarakat ataupun karena penderita 

yang dianggap membahayakan orang lain, maka masih dijumpai 

adanya penderita ODGJ Berat yang dipasung.  

Labkesda belum memberikan layanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di tahun 

2022 masih terbatas pada pemeriksaan klinik (hematologi, kimia, 

urin, mikrobiologi) untuk pasien-pasien yang datang ke Labkesda 

maupun rujukan sampel dari RSUD.  Untuk pemeriksaan air (air 

minum maupun limbah), pemeriksaan sampel

pemeriksaan kualitas udara belum dapat dilaksanakan.

RS Bergerak Gemeh belum menjadi FKTL yang memadai

Rumah Sakit Bergerak Gemeh memiliki potensi menjadi fasilitas 

rujukan di wilayah utara kabupaten yang meliputi 6 kecamatan 

yakni Essang Selatan, Essang, Gemeh, Tampan’amma, Nanusa, 

dan Miangas.  Ketiadaan dokter spesialis dasar yang dapat 

memberikan pelayanan setiap hari masih menjadi permasalahan 
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Pelayanan penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) masih 

belum optimal karena sebagian besar tidak melakukan 

pemeriksaan secara berkala untuk mencegah komplikasi atau 

sebabkan masih rendahnya 

kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit tersebut, dan 

ditambah lagi dengan layanan Posbindu PTM di desa-desa yang 

belum optimal karena keterbatasan reagen untuk pemeriksaan 

Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ Berat) seperti 

, Psikosis Akut, dan Gangguan campuran depresi dan 

belum dapat terlayani dengan baik di Tahun 2022.  

Ketiadaan dokter spesialis jiwa menjadi permasalahan utama.  

Karena adanya stigma di masyarakat ataupun karena penderita 

yang dianggap membahayakan orang lain, maka masih dijumpai 

Labkesda belum memberikan layanan Kesehatan Masyarakat 

Daerah (Labkesda) di tahun 

2022 masih terbatas pada pemeriksaan klinik (hematologi, kimia, 

pasien yang datang ke Labkesda 

maupun rujukan sampel dari RSUD.  Untuk pemeriksaan air (air 

minum maupun limbah), pemeriksaan sampel makanan, dan 

pemeriksaan kualitas udara belum dapat dilaksanakan. 

RS Bergerak Gemeh belum menjadi FKTL yang memadai 

Rumah Sakit Bergerak Gemeh memiliki potensi menjadi fasilitas 

rujukan di wilayah utara kabupaten yang meliputi 6 kecamatan 

atan, Essang, Gemeh, Tampan’amma, Nanusa, 

dan Miangas.  Ketiadaan dokter spesialis dasar yang dapat 

layanan setiap hari masih menjadi permasalahan 
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utama belum optimalnya pelayanan gawat darurat, rawat inap 

maupun rawat jalan di Tahun 2022.

8) PSC Talaud

Public Safety Centre

yang cepat dalam menangani kasus

terjadi di masyarakat.  Yang terjadi di Tahun 2022 masih sama 

seperti tahun sebelumnya dimana untuk waktu tanggap 

panggilan dari wilayah Beo atau yang lebih

dari 30 menit.
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utama belum optimalnya pelayanan gawat darurat, rawat inap 

maupun rawat jalan di Tahun 2022. 

Talaud belum mampu memberi respon time 

Public Safety Centre (PSC) diharapkan dapat memberikan respon 

yang cepat dalam menangani kasus-kasus gawat darurat yang 

terjadi di masyarakat.  Yang terjadi di Tahun 2022 masih sama 

seperti tahun sebelumnya dimana untuk waktu tanggap 

panggilan dari wilayah Beo atau yang lebih jauh lagi masih lebih 

dari 30 menit. 
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utama belum optimalnya pelayanan gawat darurat, rawat inap 

respon time yang cepat 

(PSC) diharapkan dapat memberikan respon 

kasus gawat darurat yang 

terjadi di masyarakat.  Yang terjadi di Tahun 2022 masih sama 

seperti tahun sebelumnya dimana untuk waktu tanggap 

jauh lagi masih lebih 
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PERENCANAAN KINERJA

 

A. RENCANA STRATEGIS

Sektor Kesehatan merupakan sektor penting yang diperlukan 

untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan 

Talaud.  Sesuai tugas pokok 

Kepulauan Talaud telah menyusun Rencana Strategik yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun periode 

tahun 2020 – 

kendala yang ada a

terwujud apabila kondisi masyarakat tidak sehat.  Arah pembangunan 

Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah secara umum adalah 

untuk terselenggaranya program pembangunan Kesehatan yang dapat 

memberi jamina

upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajat Kesehatan 

masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

hidup sehat dan l

jangkauan pelayanan Kesehatan.

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada 

Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.  Visi pembangunan 

jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020 

RPJMD adalah “MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG MURAH, 

MERATA DAN BERKUALITAS BAGI SELURUH MASYARAKAT KEPULAUAN 

TALAUD” 

Adapun misi bidang Kesehatan tercantum dalam misi keempat 

dari RPJMD 2020 

Talaud Berlandaskan KASIH” yaitu :

BAB II   PERENCANAAN KINERJA                                                                                                       

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

BAB   II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

RENCANA STRATEGIS 

Sektor Kesehatan merupakan sektor penting yang diperlukan 

untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan 

Talaud.  Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kepulauan Talaud telah menyusun Rencana Strategik yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun periode 

 2025 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau mungkin timbul.  Pembangunan tidak dapat 

terwujud apabila kondisi masyarakat tidak sehat.  Arah pembangunan 

Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah secara umum adalah 

untuk terselenggaranya program pembangunan Kesehatan yang dapat 

memberi jaminan terwujudnya peningkatan derajat Kesehatan sebagai 

upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajat Kesehatan 

masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

hidup sehat dan lingkungan sehat, serta meningkat kualitas dan 

jangkauan pelayanan Kesehatan. 

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada 

Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.  Visi pembangunan 

jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020 

RPJMD adalah “MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG MURAH, 

MERATA DAN BERKUALITAS BAGI SELURUH MASYARAKAT KEPULAUAN 

Adapun misi bidang Kesehatan tercantum dalam misi keempat 

dari RPJMD 2020 – 2025 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kepulauan 

d Berlandaskan KASIH” yaitu : 
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Sektor Kesehatan merupakan sektor penting yang diperlukan 

untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan 

dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kepulauan Talaud telah menyusun Rencana Strategik yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun periode 

2025 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

tau mungkin timbul.  Pembangunan tidak dapat 

terwujud apabila kondisi masyarakat tidak sehat.  Arah pembangunan 

Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah secara umum adalah 

untuk terselenggaranya program pembangunan Kesehatan yang dapat 

n terwujudnya peningkatan derajat Kesehatan sebagai 

upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajat Kesehatan 

masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

ingkungan sehat, serta meningkat kualitas dan 

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada 

Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.  Visi pembangunan 

jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020 – 2025 dalam 

RPJMD adalah “MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG MURAH, 

MERATA DAN BERKUALITAS BAGI SELURUH MASYARAKAT KEPULAUAN 

Adapun misi bidang Kesehatan tercantum dalam misi keempat 

2025 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kepulauan 



 

  
  

BAB II   PERENCANAAN KINERJA                                         

 
 
 
 
 

a. Meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan  

yang berkualitas

b. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan, 

pengadaan dan perbaikan sarana prasarana 

c. Menjamin dan mengawasi ketersediaan obat d

Kesehatan.

 

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dokumen rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Kepulauan Talaud tahun 20

RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud periode Tahun 20

Untuk mencapai 

RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

ditetapkan Perjanjian

sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang harus dilaksanakan 

selama satu tahun anggaran. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai 

komitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan 

sehingga dalam Penetapan kinerja telah tercantum Program dan 

Kegiatan beserta anggarannya.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Ke

Talaud tahun 2022 adalah sebagai berikut :

 

NO SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya derajat 

Kesehatan masyarakat
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Meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan  

yang berkualitas, 

Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan, 

pengadaan dan perbaikan sarana prasarana Kesehatan,

Menjamin dan mengawasi ketersediaan obat d

Kesehatan. 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

Dokumen rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Kepulauan Talaud tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada 

RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud periode Tahun 20

Untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020

ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang berisikan tentang 

strategis, indikator kinerja dan target yang harus dilaksanakan 

tahun anggaran.  

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai 

komitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan 

sehingga dalam Penetapan kinerja telah tercantum Program dan 

Kegiatan beserta anggarannya. 

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan 

Talaud tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya derajat 

Kesehatan masyarakat 

Angka Kematian 

Neonatal 

Angka Kematian Ibu 

Melahirkan 

Prevalensi Balita 

Stunting 
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Meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan  

Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan, 

Kesehatan, 

Menjamin dan mengawasi ketersediaan obat dan perbekalan 

Dokumen rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

2 disusun dengan berpedoman pada 

RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud periode Tahun 2020 – 2025. 

asaran yang telah ditetapkan dalam 

2020-2025, maka 

yang berisikan tentang 

strategis, indikator kinerja dan target yang harus dilaksanakan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai 

komitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan 

sehingga dalam Penetapan kinerja telah tercantum Program dan 

sehatan Kabupaten Kepulauan 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

Angka Kematian 11,6 

Angka Kematian Ibu 205 

Prevalensi Balita 7 
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2. Terciptanya Lingkungan 

Perumahan dan Permukiman 

Masyarakat yang bersih dan 

sehat 

 

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan 

Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan 4 Program 

yang didukung anggaran DPA perubahan tahun 2022 sebesar Rp 

228.597.908.549,

 

Program : 

1. Program Pemenuhan Upaya 

Kesehatan Perorangan dan 

Upaya Kesehatan

2. Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan

3. Program Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan dan Makanan 

Minuman 

4. Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 

Kesehatan 
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Persentase Penurunan 

Angka Kesakitan Akibat 

Penyakit 

Terciptanya Lingkungan 

Perumahan dan Permukiman 

Masyarakat yang bersih dan 

Persentase Keluarga 

Bersanitasi Lengkap 

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan 

Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan 4 Program 

yang didukung anggaran DPA perubahan tahun 2022 sebesar Rp 

228.597.908.549,-. 

Anggaran : 

Program Pemenuhan Upaya 

Kesehatan Perorangan dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat 

Rp 217.673.853.913 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Rp  8.463.916.636 

Program Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan dan Makanan 

Rp    878.542.000 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 

 

Rp  1.581.596.000 
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Persentase Penurunan 

Angka Kesakitan Akibat 

24,98 

Persentase Keluarga 100 

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan maka Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan 4 Program 

yang didukung anggaran DPA perubahan tahun 2022 sebesar Rp 

Keterangan 

DAU 

DAU dan DAK 

DAU dan DAK 

DAK 
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A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas 

mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator 

kinerja/target, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam 

rangka mewujudkan Visi

telah ditetapkan. Penyusunan dan pengumpulan data kinerja 

laporan Bidang-Bidang

Talaud. Pengukuran 

kinerja atau ukuran kinerja berupa 

Kinerja (PK). Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir 

standar Pengukuran Kinerja  (Formulir PK).  

1. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan 

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung 

yang ada. Indikator kinerja 

dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan ber

strategis. 

Indikator input

mempengaruhi terlaksananya 

manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan

dibutuhkan untuk melaksanakan kegia

kebijakan Pemerintah 
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BAB   III 

AKUNTABILITAS 
KINERJA  

 
KINERJA ORGANISASI 

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang 

mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam 

rangka mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan Perencanaan Strategis yang 

Penyusunan dan pengumpulan data kinerja 

Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan 

 kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator 

kinerja atau ukuran kinerja berupa output dan outcome dalam Penetapan 

. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir 

standar Pengukuran Kinerja  (Formulir PK).   

Kinerja 

Penetapan kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan 

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung 

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan sasaran 

input lain yang merupakan masukan yang turut 

mempengaruhi terlaksananya program dan kegiatan adalah sumber daya 

manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan

dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, sarana dan prasarana

kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan 
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AKUNTABILITAS 

kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang 

mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam 

ai dengan Perencanaan Strategis yang 

Penyusunan dan pengumpulan data kinerja diperoleh dari 

Kabupaten Kepulauan 

kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator 

dalam Penetapan 

. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir 

Penetapan kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan 

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung 

yang digunakan adalah dana yang 

dasarkan sasaran 

lain yang merupakan masukan yang turut 

kegiatan adalah sumber daya 

manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan, waktu yang 

sarana dan prasarana, serta 

Sedangkan Indikator 
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output dan outcome 

dicapai dari suatu kegiatan. 

indikator-indikator yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian 

sasaran. 

1.1.  Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan 

Kabupaten Kepulauan Talaud diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang 

akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka proses pengambilan keputusan 

bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prin

biaya dan manfaat serta efisiensi, ke

1.2.  Kategori Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap: (1) pencapaian kinerja 

kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing

kelompok indikator kinerja kegiatan dari program pada rencana kegiatan

tahunan (RKT) dan Perjanjian

sasaran, yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing

indikator sasaran yang telah ditetapkan

Pengukuran kinerja dilakukan melalui Formulir Pengukuran Kinerja. 

Capaian kinerja untuk masing

dikategorikan sesuai tabel berikut ini

Kategori Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian Sasaran

No 
%

(Pencapaian 

1 85   s/d   100

2 70   s/d   <85

3 55   s/d   <70

4 <   55

BAB II   PERENCANAAN KINERJA                                                                                                       

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

outcome bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan. Tentu saja indikator-indikator tersebut merupakan 

indikator yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian 

Pengumpulan Data Kinerja 

Sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Kepulauan Talaud diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang 

akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka proses pengambilan keputusan 

bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan 

biaya dan manfaat serta efisiensi, ke-ekonomisan, dan efektivitas.

Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap: (1) pencapaian kinerja 

kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing

kelompok indikator kinerja kegiatan dari program pada rencana kegiatan

tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) dan (2) pencapaian kinerja 

sasaran, yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing

indikator sasaran yang telah ditetapkan.  

ukuran kinerja dilakukan melalui Formulir Pengukuran Kinerja. 

Capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan 

rikan sesuai tabel berikut ini.  

Kategori Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian Sasaran

% 
Pencapaian Target) 

Kategori Capaian Kinerja

85   s/d   100 Baik Sekali

70   s/d   <85 Baik 

55   s/d   <70 Cukup 

<   55 Kurang 
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bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung 

indikator tersebut merupakan 

indikator yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Talaud diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang 

akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka proses pengambilan keputusan 

prinsip keseimbangan 

ekonomisan, dan efektivitas. 

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap: (1) pencapaian kinerja 

kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing 

kelompok indikator kinerja kegiatan dari program pada rencana kegiatan 

Kinerja (PK) dan (2) pencapaian kinerja 

sasaran, yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing 

ukuran kinerja dilakukan melalui Formulir Pengukuran Kinerja. 

masing indikator sasaran yang ditetapkan 

Kategori Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Pencapaian Sasaran 

Kategori Capaian Kinerja 

Baik Sekali 
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2. PENGUKURAN DAN

 Capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan 

Talaud yang diuraikan 

strategis secara umum be

ditetapkan sebelumnya hingga akhir tahun 20

Talaud telah melaksanakan hampir seluruh kegi

jawab di masing-masing bidang.

 Target yang tercapai maupun yang tidak tercapai oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Talaud selanjutnya dilakukan langkah yang konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan pen

di masa mendatang.  

 

a) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI

Perbandingan antara target dengan realisasi program tahun 2022 adalah 

sebagai berikut : 

 
     Tabel 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI 
TAHUN 2022 
 

NO. INDIKATOR 

1 Angka Kematian 

Neonatal 

2 Angka Kematian Ibu 

Melahirkan 

3 Prevalensi Balita 

Stunting 

4 Persentase Penurunan 

Angka Kesakitan akibat 

Penyakit 
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PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan 

Talaud yang diuraikan dalam Tabel 2.1 tergambar bahwa dari

secara umum bernilai baik dan dicapai mendekati target yang telah 

belumnya hingga akhir tahun 2021.  Dinas Kesehatan Kab. Kepl. 

Talaud telah melaksanakan hampir seluruh kegiatan yang menjadi tanggung 

masing bidang. 

Target yang tercapai maupun yang tidak tercapai oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Talaud selanjutnya dilakukan langkah yang konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan pen

 

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI 

Perbandingan antara target dengan realisasi program tahun 2022 adalah 

Tabel 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI 

INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2022

TARGET 

Angka Kematian Per 1.000 

kelahiran 

hidup 

11,6 

Angka Kematian Ibu 

 

Per 100.000 

kelahiran 

hidup 

205 

Prevalensi Balita Per 100 

balita 

7 

Persentase Penurunan 

Angka Kesakitan akibat 

% 24,98 
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Capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan 

dalam Tabel 2.1 tergambar bahwa dari 12 sasaran 

rnilai baik dan dicapai mendekati target yang telah 

Dinas Kesehatan Kab. Kepl. 

menjadi tanggung 

Target yang tercapai maupun yang tidak tercapai oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Talaud selanjutnya dilakukan langkah yang konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan 

Perbandingan antara target dengan realisasi program tahun 2022 adalah 

Tabel 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI PROGRAM 

TAHUN 2022 CAPAIAN 

KINERJA THN 

2022 (%) 

REALISASI 

9,2 126 

0 100 

7,4 94,6 

9,8 39,2 
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5 Persentase Keluarga 

Bersanitasi Lengkap

  
Angka kematian neonatal (AKN) dihitung per 1.000 kelahiran hidup.  

Tahun 2022 terjadi kematian neonatus

sebesar 9,2 per 1.000 kelahiran hidup atau mencapai 126% dari target 

sebesar 11,6 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian neonatal (AKN) dalam tiga tahun terakhir 

menunjukkan trend peningkatan dengan 2 kasus kematian di ta

(AKN = 1,7), 5 kasus di tahun 2021 (AKN = 4,3), dan 7 kasus di tahun 2022 

(AKN = 5,4).  Dari 7 kasus kematian neonatal di tahun 2022, 3 diantaranya 

disebabkan asfiksia, 2 disebabkan BBLR, dan masing

infeksi dan kelainan kong

 

    Gambar 2. ANGKA KEMATIAN NEONATUS (AKN) SELANG TAHUN 2020 

2022 

          

 

Angka kematian ibu hamil/melahirkan dihitung per 100.000 kelahiran 

hidup.  Di tahun 2022 tidak terjadi kasus kematian ibu hamil/melahirkan 

setelah di tiga tahun sebe

kematian ibu.  Hal ini terjadi dikarenakan kunjungan ANC minimal 4 kali (K4) 
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Persentase Keluarga 

Bersanitasi Lengkap 

% 100 

Angka kematian neonatal (AKN) dihitung per 1.000 kelahiran hidup.  

Tahun 2022 terjadi kematian neonatus sebanyak 12 kasus sehingga AKN 

sebesar 9,2 per 1.000 kelahiran hidup atau mencapai 126% dari target 

sebesar 11,6 per 1.000 kelahiran hidup. 

Angka kematian neonatal (AKN) dalam tiga tahun terakhir 

menunjukkan trend peningkatan dengan 2 kasus kematian di ta

(AKN = 1,7), 5 kasus di tahun 2021 (AKN = 4,3), dan 7 kasus di tahun 2022 

(AKN = 5,4).  Dari 7 kasus kematian neonatal di tahun 2022, 3 diantaranya 

disebabkan asfiksia, 2 disebabkan BBLR, dan masing-masing satu disebabkan 

infeksi dan kelainan kongenital. 

. ANGKA KEMATIAN NEONATUS (AKN) SELANG TAHUN 2020 

Angka kematian ibu hamil/melahirkan dihitung per 100.000 kelahiran 

hidup.  Di tahun 2022 tidak terjadi kasus kematian ibu hamil/melahirkan 

setelah di tiga tahun sebelumnya terjadi kecenderungan peningkatan angka 

kematian ibu.  Hal ini terjadi dikarenakan kunjungan ANC minimal 4 kali (K4) 

1,7

4,3

5,4

2020 2021 2022
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85,9 85,9 

Angka kematian neonatal (AKN) dihitung per 1.000 kelahiran hidup.  

sebanyak 12 kasus sehingga AKN 

sebesar 9,2 per 1.000 kelahiran hidup atau mencapai 126% dari target 

Angka kematian neonatal (AKN) dalam tiga tahun terakhir 

menunjukkan trend peningkatan dengan 2 kasus kematian di tahun 2020 

(AKN = 1,7), 5 kasus di tahun 2021 (AKN = 4,3), dan 7 kasus di tahun 2022 

(AKN = 5,4).  Dari 7 kasus kematian neonatal di tahun 2022, 3 diantaranya 

masing satu disebabkan 

. ANGKA KEMATIAN NEONATUS (AKN) SELANG TAHUN 2020 - 

 

Angka kematian ibu hamil/melahirkan dihitung per 100.000 kelahiran 

hidup.  Di tahun 2022 tidak terjadi kasus kematian ibu hamil/melahirkan 

lumnya terjadi kecenderungan peningkatan angka 

kematian ibu.  Hal ini terjadi dikarenakan kunjungan ANC minimal 4 kali (K4) 

5,4

AKN
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yang lebih baik dari tahun sebelumnya.  Berkat kegiatan pelatihan di tahun 

2022 mengenai peningkatan kapasitas tenaga bidan di Puske

Rumah Sakit, maka kemampuan petugas bidan dalam deteksi dini 

kegawatdaruratan ibu hamil/melahirkan juga menjadi lebih baik.  Untuk ibu

ibu hamil yang tinggal di wilayah utara Pulau Karakelang serta Kepulauan 

Nanusa lebih dekat akses pemeriksaan

Obsgin di RS Bergerak Gemeh sehingga kualitas pemantauan kehamilan 

menjadi lebih baik.  Keberhasilan mencapai AKI sebesar 0 juga terjadi karena 

adanya komitmen dari dokter spesialis Obsgin untuk melayani konsultasi 

online atau via telpon saat petugas bidan terjadi masalah dalam menangani 

ibu hamil maupun bersalin.   Layanan tanggap darurat PSC 119 juga turut 

membantu dalam transportasi rujukan apabila ada ibu hamil/bersalin yang 

akan dirujuk ke Rumah Sakit.

 

Gambar 3. ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) SELANG TAHUN 2019 

 

Pendek, atau yang sering disebut 

berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U).

pendek menunjukkan terjadinya kekurangan gizi kronis yang dialami anak 

sehingga pertumbuhan tulang ikut terhambat yang menyebabkan lebih 
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yang lebih baik dari tahun sebelumnya.  Berkat kegiatan pelatihan di tahun 

2022 mengenai peningkatan kapasitas tenaga bidan di Puske

Rumah Sakit, maka kemampuan petugas bidan dalam deteksi dini 

kegawatdaruratan ibu hamil/melahirkan juga menjadi lebih baik.  Untuk ibu

ibu hamil yang tinggal di wilayah utara Pulau Karakelang serta Kepulauan 

Nanusa lebih dekat akses pemeriksaan ANC melalui kunjungan dokter spesialis 

Obsgin di RS Bergerak Gemeh sehingga kualitas pemantauan kehamilan 

menjadi lebih baik.  Keberhasilan mencapai AKI sebesar 0 juga terjadi karena 

adanya komitmen dari dokter spesialis Obsgin untuk melayani konsultasi 

nline atau via telpon saat petugas bidan terjadi masalah dalam menangani 

ibu hamil maupun bersalin.   Layanan tanggap darurat PSC 119 juga turut 

membantu dalam transportasi rujukan apabila ada ibu hamil/bersalin yang 

akan dirujuk ke Rumah Sakit. 

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) SELANG TAHUN 2019 

Pendek, atau yang sering disebut stunting, merupakan status gizi yang 

berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U).

pendek menunjukkan terjadinya kekurangan gizi kronis yang dialami anak 

sehingga pertumbuhan tulang ikut terhambat yang menyebabkan lebih 

81,56

252

340,14

0

2019 2020 2021 2022

Angka Kematian Ibu (AKI)
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yang lebih baik dari tahun sebelumnya.  Berkat kegiatan pelatihan di tahun 

2022 mengenai peningkatan kapasitas tenaga bidan di Puskesmas maupun 

Rumah Sakit, maka kemampuan petugas bidan dalam deteksi dini 

kegawatdaruratan ibu hamil/melahirkan juga menjadi lebih baik.  Untuk ibu-

ibu hamil yang tinggal di wilayah utara Pulau Karakelang serta Kepulauan 

ANC melalui kunjungan dokter spesialis 

Obsgin di RS Bergerak Gemeh sehingga kualitas pemantauan kehamilan 

menjadi lebih baik.  Keberhasilan mencapai AKI sebesar 0 juga terjadi karena 

adanya komitmen dari dokter spesialis Obsgin untuk melayani konsultasi 

nline atau via telpon saat petugas bidan terjadi masalah dalam menangani 

ibu hamil maupun bersalin.   Layanan tanggap darurat PSC 119 juga turut 

membantu dalam transportasi rujukan apabila ada ibu hamil/bersalin yang 

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) SELANG TAHUN 2019 - 2022 

 

, merupakan status gizi yang 

berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U).  Balita yang 

pendek menunjukkan terjadinya kekurangan gizi kronis yang dialami anak 

sehingga pertumbuhan tulang ikut terhambat yang menyebabkan lebih 
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pendek dari anak-anak seusianya.  Tahun 2022 prevalensi balita 

Kabupaten Kepulauan Talaud seb

rendah dibanding tahun 2021 sebesar 13,1% (ada 576 balita 

 

        Gambar 4. JUMLAH DAN PREVALENSI BALITA STUNTING TAHUN 2021 

2022 

             

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait pelayanan 

penyakit tidak menular (PTM) dan 2 penyakit menular.  Penyakit tidak menular 

yang masuk dalam SPM yaitu Hipertensi, Diabetes Melitus, dan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, sedangkan penyakit menular meliputi 

Tuberkulosis dan HIV.

terealisasi penurunan sebesar 9,8% (capaian 39,2%).  Walaupun tidak 

tercapai sepenuhnya, namun adanya penurunan berkaitan dengan 

meningkatnya pelayanan penderita untuk kelima penyakit tersebut diatas.

Pelayanan penderita penyakit Tuberkulosis (TBC) cenderung meningkat 

dalam tiga tahun terakhir (Gambar 5).  Jumlah penderita yang dilayani 

meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 sehingga persentase yang dilayani 

pun ikut meningkat sebesar 68,2% di tahun 2020, 7

81,8% tahun 2022.   

 

0

100

200

300

400

500

600

700

BAB II   PERENCANAAN KINERJA                                                                                                       

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

anak seusianya.  Tahun 2022 prevalensi balita 

Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 7,4% (ada 430 balita 

rendah dibanding tahun 2021 sebesar 13,1% (ada 576 balita stunting

. JUMLAH DAN PREVALENSI BALITA STUNTING TAHUN 2021 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait pelayanan penyakit meliputi 3 

penyakit tidak menular (PTM) dan 2 penyakit menular.  Penyakit tidak menular 

yang masuk dalam SPM yaitu Hipertensi, Diabetes Melitus, dan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, sedangkan penyakit menular meliputi 

Tuberkulosis dan HIV.  Berdasarkan target tahun 2022 sebesar 24,98% yang 

terealisasi penurunan sebesar 9,8% (capaian 39,2%).  Walaupun tidak 

tercapai sepenuhnya, namun adanya penurunan berkaitan dengan 

meningkatnya pelayanan penderita untuk kelima penyakit tersebut diatas.

ayanan penderita penyakit Tuberkulosis (TBC) cenderung meningkat 

dalam tiga tahun terakhir (Gambar 5).  Jumlah penderita yang dilayani 

meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 sehingga persentase yang dilayani 

pun ikut meningkat sebesar 68,2% di tahun 2020, 72,5% tahun 2021, dan 
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anak seusianya.  Tahun 2022 prevalensi balita stunting di 

esar 7,4% (ada 430 balita stunting), lebih 

stunting). 

. JUMLAH DAN PREVALENSI BALITA STUNTING TAHUN 2021 - 

 

penyakit meliputi 3 

penyakit tidak menular (PTM) dan 2 penyakit menular.  Penyakit tidak menular 

yang masuk dalam SPM yaitu Hipertensi, Diabetes Melitus, dan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, sedangkan penyakit menular meliputi 

Berdasarkan target tahun 2022 sebesar 24,98% yang 

terealisasi penurunan sebesar 9,8% (capaian 39,2%).  Walaupun tidak 

tercapai sepenuhnya, namun adanya penurunan berkaitan dengan 

meningkatnya pelayanan penderita untuk kelima penyakit tersebut diatas. 

ayanan penderita penyakit Tuberkulosis (TBC) cenderung meningkat 

dalam tiga tahun terakhir (Gambar 5).  Jumlah penderita yang dilayani 

meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 sehingga persentase yang dilayani 

2,5% tahun 2021, dan 

10
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Jumlah Balita 
Stunting
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Gambar 5.  PELAYANAN PENDERITA TBC SELANG TAHUN 2020 

 

Jumlah sasaran pemeriksaan HIV sama di tahun 2021 dan 2022, namun 

ada peningkatan sekitar 3 kali lipat untuk jumlah yang di skrining yaitu dari 

253 orang (tahun 2021) menjadi 788 orang (tahun 2022).  Adanya 

peningkatan jumlah yang diskrining menyebabkan kasus HIV yang ditemukan 

(positif) pun meningkat dari 5 kasus menjadi 33 kasus.  Masih ada 65% dari 

sasaran yang belum di skrining.  Diharapkan ke depan 

skrining meningkat karena masih banyaknya yang belum di skrining dapat 

menjadi fenomena gunung es yaitu banyak kasus

terdeteksi atau masih tersembunyi di masyarakat yang berpotensi menjadi 

sumber penularan HIV di mas

yang semestinya. 
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.  PELAYANAN PENDERITA TBC SELANG TAHUN 2020 

Jumlah sasaran pemeriksaan HIV sama di tahun 2021 dan 2022, namun 

ada peningkatan sekitar 3 kali lipat untuk jumlah yang di skrining yaitu dari 

ng (tahun 2021) menjadi 788 orang (tahun 2022).  Adanya 

peningkatan jumlah yang diskrining menyebabkan kasus HIV yang ditemukan 

(positif) pun meningkat dari 5 kasus menjadi 33 kasus.  Masih ada 65% dari 

sasaran yang belum di skrining.  Diharapkan ke depan persentase yang di 

skrining meningkat karena masih banyaknya yang belum di skrining dapat 

menjadi fenomena gunung es yaitu banyak kasus-kasus HIV yang belum 

terdeteksi atau masih tersembunyi di masyarakat yang berpotensi menjadi 

sumber penularan HIV di masyarakat karena tidak mendapatkan pengobatan 
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.  PELAYANAN PENDERITA TBC SELANG TAHUN 2020 - 2022 

 

Jumlah sasaran pemeriksaan HIV sama di tahun 2021 dan 2022, namun 

ada peningkatan sekitar 3 kali lipat untuk jumlah yang di skrining yaitu dari 

ng (tahun 2021) menjadi 788 orang (tahun 2022).  Adanya 

peningkatan jumlah yang diskrining menyebabkan kasus HIV yang ditemukan 

(positif) pun meningkat dari 5 kasus menjadi 33 kasus.  Masih ada 65% dari 

persentase yang di 

skrining meningkat karena masih banyaknya yang belum di skrining dapat 

kasus HIV yang belum 

terdeteksi atau masih tersembunyi di masyarakat yang berpotensi menjadi 

yarakat karena tidak mendapatkan pengobatan 
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Gambar 6. PELAYANAN DETEKSI HIV

 

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang banyak dijumpai di 

Kabupaten Kepulauan Talaud.  Hasil Riset Kesehatan Dasar 

2018 menunjukkan kasus Hipertensi di Provinsi Sulawesi Utara tertinggi 

pertama dari 34 provinsi di Indonesia.  Kendala dalam penanggulangan 

penyakit Hipertensi adalah bahwa Sebagian besar penderita penyakit 

Hipertensi tidak menunjukkan ge

mengidap penyakit Hipertensi, selain itu juga karena memerlukan pengobatan 

jangka panjang sehingga membutuhkan disiplin yang ketat dalam 

mengkonsumsi obat sesuai petunjuk dokter.

Tahun 2021 terdapat 7992 penderita Hipe

Kepulauan Talaud, tetapi baru 4617 atau 57,8% yang memeriksakan diri.  

Tahun 2022 terjadi peningkatan penderita yang datang memeriksakan diri 

menjadi 7440 orang atau 93,1%.  Diharapkan dengan adanya peningkatan 

kesadaran penderita untuk

risiko komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit Hipertensi.
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. PELAYANAN DETEKSI HIV-AIDS TAHUN 2021 

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang banyak dijumpai di 

Kabupaten Kepulauan Talaud.  Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 

2018 menunjukkan kasus Hipertensi di Provinsi Sulawesi Utara tertinggi 

pertama dari 34 provinsi di Indonesia.  Kendala dalam penanggulangan 

penyakit Hipertensi adalah bahwa Sebagian besar penderita penyakit 

Hipertensi tidak menunjukkan gejala sehingga tidak mengetahui sedang 

mengidap penyakit Hipertensi, selain itu juga karena memerlukan pengobatan 

jangka panjang sehingga membutuhkan disiplin yang ketat dalam 

mengkonsumsi obat sesuai petunjuk dokter. 

Tahun 2021 terdapat 7992 penderita Hipertensi di Kabupaten 

Kepulauan Talaud, tetapi baru 4617 atau 57,8% yang memeriksakan diri.  

Tahun 2022 terjadi peningkatan penderita yang datang memeriksakan diri 

menjadi 7440 orang atau 93,1%.  Diharapkan dengan adanya peningkatan 

kesadaran penderita untuk memeriksakan tekanan darah dapat menekan 

risiko komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit Hipertensi. 
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AIDS TAHUN 2021 - 2022 

 

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang banyak dijumpai di 

(Riskesdas) tahun 

2018 menunjukkan kasus Hipertensi di Provinsi Sulawesi Utara tertinggi 

pertama dari 34 provinsi di Indonesia.  Kendala dalam penanggulangan 

penyakit Hipertensi adalah bahwa Sebagian besar penderita penyakit 

jala sehingga tidak mengetahui sedang 

mengidap penyakit Hipertensi, selain itu juga karena memerlukan pengobatan 

jangka panjang sehingga membutuhkan disiplin yang ketat dalam 

rtensi di Kabupaten 

Kepulauan Talaud, tetapi baru 4617 atau 57,8% yang memeriksakan diri.  

Tahun 2022 terjadi peningkatan penderita yang datang memeriksakan diri 

menjadi 7440 orang atau 93,1%.  Diharapkan dengan adanya peningkatan 

memeriksakan tekanan darah dapat menekan 
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            Gambar 7. PELAYANAN PENDERITA HIPERTENSI TAHUN 2021 

 

Diabetes Melitus merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) 

yang dapat menimbulkan komplikasi yang serius apabila tidak ditangani 

dengan baik.  Jumlah penderita Diabetes Melitus tahun 2021 sebanyak 984 

orang menaglami peningkatan menjadi 1155 orang di tahun 2022.  

Persentase penderita yang memeriksakan diri (melakukan tes g

ke dokter atau petugas Kesehatan meningkat dari 71,6% menjadi 92,6% 

(Gambar 8). 
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. PELAYANAN PENDERITA HIPERTENSI TAHUN 2021 

Diabetes Melitus merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) 

t menimbulkan komplikasi yang serius apabila tidak ditangani 

dengan baik.  Jumlah penderita Diabetes Melitus tahun 2021 sebanyak 984 

orang menaglami peningkatan menjadi 1155 orang di tahun 2022.  

Persentase penderita yang memeriksakan diri (melakukan tes g

ke dokter atau petugas Kesehatan meningkat dari 71,6% menjadi 92,6% 

8. PELAYANAN PENDERITA DIABETES MELITUS TAHUN 2021 
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. PELAYANAN PENDERITA HIPERTENSI TAHUN 2021 - 2022 

 

Diabetes Melitus merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) 

t menimbulkan komplikasi yang serius apabila tidak ditangani 

dengan baik.  Jumlah penderita Diabetes Melitus tahun 2021 sebanyak 984 

orang menaglami peningkatan menjadi 1155 orang di tahun 2022.  

Persentase penderita yang memeriksakan diri (melakukan tes gula darah) 

ke dokter atau petugas Kesehatan meningkat dari 71,6% menjadi 92,6% 

. PELAYANAN PENDERITA DIABETES MELITUS TAHUN 2021 - 
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b) PERBANDINGAN ANTARA TARGET KABUPATEN DENGAN TARGET 

NASIONAL 

Target nasional tahun 2022 untuk AKN lebih tinggi dari target 

Kabupaten dengan realisasi Kabupaten lebih baik yaitu 9,2 per 1.000 

kelahiran hidup dibanding realisasi nasional sebesar 24 per 1.000 kelahiran 

hidup.  Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten lebih baik yait

jauh lebih rendah dari realisasi AKI nasional sebesar 230 per 100.000 

kelahiran hidup.  Target Kabupaten untuk prevalensi balita stunting 

sebesar 7% dapat terealisasi sebesar 7,4% atau mendekati target.  Angka 

ini lebih baik dari prevalensi st

Penurunan angka kesakitan akibat penyakit yang ditargetkan sebesar 

24,98% terealisasi sebesar 9,8% atau 39,2% dari target.  Walaupun 

penurunannya lebih sedikit dari target tetapi dengan adanya penambahan 

jumlah penderita yang

lebih baik.  Target kabupaten sebesar 24,98% lebih rendah dari target 

nasional sebesar 31,28%.

 
Tabel 2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET KABUPATEN DENGAN TARGET 
NASIONAL 
 

No. Indikator 

1 Angka Kematian 

Neonatal 

2 Angka Kematian 

Ibu Melahirkan 

3 Prevalensi Balita 

Stunting 

4 Persentase 

Penurunan 

Angka Kesakitan 

akibat Penyakit 

5 Persentase 

Keluarga 
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PERBANDINGAN ANTARA TARGET KABUPATEN DENGAN TARGET 

onal tahun 2022 untuk AKN lebih tinggi dari target 

Kabupaten dengan realisasi Kabupaten lebih baik yaitu 9,2 per 1.000 

kelahiran hidup dibanding realisasi nasional sebesar 24 per 1.000 kelahiran 

hidup.  Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten lebih baik yait

jauh lebih rendah dari realisasi AKI nasional sebesar 230 per 100.000 

kelahiran hidup.  Target Kabupaten untuk prevalensi balita stunting 

sebesar 7% dapat terealisasi sebesar 7,4% atau mendekati target.  Angka 

ini lebih baik dari prevalensi stunting nasional sebesar 21,6%.

Penurunan angka kesakitan akibat penyakit yang ditargetkan sebesar 

24,98% terealisasi sebesar 9,8% atau 39,2% dari target.  Walaupun 

penurunannya lebih sedikit dari target tetapi dengan adanya penambahan 

jumlah penderita yang dilayani diharapkan penanganan penyakit menjadi 

lebih baik.  Target kabupaten sebesar 24,98% lebih rendah dari target 

nasional sebesar 31,28%. 

Tabel 2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET KABUPATEN DENGAN TARGET 

Target  

Nasional 

Realisasi Capaian 

(%) 

Target 

Kabupaten 

Realisasi

12 24 50 11,6 

183 230 79,5 205 

14 % 21,6 64,8 7 

31,28  13,7 43,8 24,98 

90 80,92 89,9 100 
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PERBANDINGAN ANTARA TARGET KABUPATEN DENGAN TARGET 

onal tahun 2022 untuk AKN lebih tinggi dari target 

Kabupaten dengan realisasi Kabupaten lebih baik yaitu 9,2 per 1.000 

kelahiran hidup dibanding realisasi nasional sebesar 24 per 1.000 kelahiran 

hidup.  Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten lebih baik yaitu sebesar 0, 

jauh lebih rendah dari realisasi AKI nasional sebesar 230 per 100.000 

kelahiran hidup.  Target Kabupaten untuk prevalensi balita stunting 

sebesar 7% dapat terealisasi sebesar 7,4% atau mendekati target.  Angka 

unting nasional sebesar 21,6%. 

Penurunan angka kesakitan akibat penyakit yang ditargetkan sebesar 

24,98% terealisasi sebesar 9,8% atau 39,2% dari target.  Walaupun 

penurunannya lebih sedikit dari target tetapi dengan adanya penambahan 

dilayani diharapkan penanganan penyakit menjadi 

lebih baik.  Target kabupaten sebesar 24,98% lebih rendah dari target 

Tabel 2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET KABUPATEN DENGAN TARGET 

Realisasi Capaian 

(%) 

9,2 126 

0 100 

7,4 94,6 

9,8  39,2  

85,9 85,9 
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Bersanitasi 

Lengkap/layak 

 

B.  REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan 

merupakan akuntabilitas 

sebagai berikut :  

 

Dinas Kesehatan Kabuapten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 20
 
  

Uraian Urusan, 
Organisasi, Program, 

Kegiatan dan Sub 
Kegiatan 

2 

URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

URUSAN 
PEMERINTAHAN BIDANG 
KESEHATAN 

Dinas Kesehatan 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

sssc 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Beban Kerja 
PNS 
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REALISASI ANGGARAN 

Berdasarkan Ikhtisar laporan realisasi anggaran 

merupakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dap

Realisasi Anggaran Belanja 
Dinas Kesehatan Kabuapten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 20

Kelompok Belanja

Operasi 

Anggaran Realisasi Anggaran

3 4 

155.994.919.154 11.048.278.371,00 145.516.256.603

PEMERINTAHAN BIDANG 
155.994.919.154 11.048.278.371,00 145.516.256.603

239.365.962.657 37.394.702.394,00 264.841.662.665

PEMERINTAHAN DAERAH 
105.739.819.389 6.609.407.633,00 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
3.709.200 0,00 

3.709.200 0,00 

100.272.338.078 8.305.365.725,00 

100.272.338.078 8.305.365.725,00 

0 148.819.750,00 
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Ikhtisar laporan realisasi anggaran Belanja yang 

dapat digambarkan 

Dinas Kesehatan Kabuapten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022 

Kelompok Belanja 

Modal 

Anggaran Realisasi 

5 6 

145.516.256.603 2.159.234.333,00 

145.516.256.603 2.159.234.333,00 

264.841.662.665 85.352.999.121,00 

216.048.432 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 
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Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Kondisi Kerja 
PNS 

Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Kelangkaan 
Profesi PNS 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Belanja Modal Peralatan 
Personal Computer 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Belanja Tagihan Air 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Belanja Jasa Tenaga 
Kebersihan 
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berdasarkan Kondisi Kerja 
0 1.536.600.100,00 

0 243.000.000,00 

1.165.487.475 83.219.915,00 

61.830.500 10.992.250,00 

Penyediaan Peralatan dan 
122.750.706 17.152.865,00 

1.376.350 0,00 

203.720.400 3.990.000,00 

144.486.920 6.139.600,00 

Koordinasi dan Konsultasi 
631.322.599 44.945.200,00 

Daerah Penunjang Urusan 
0 0,00 

Pengadaan Peralatan dan 
0 0,00 

0 0,00 

3.862.121.956 149.241.843,00 

76.800.000 22.397.208,00 

Komunikasi, Sumber Daya 
611.543.866 60.477.635,00 

0 9.000.000,00 

41.032.050 0,00 

 3.132.746.040 84.750.000,00 

0 8.000.000,00 
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0 0,00 

0 0,00 

4.000.000 0,00 

4.000.000 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

212.048.432 0,00 

212.048.432 0,00 

0 34.142.754,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 
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Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembangunan Rumah 
Sakit beserta Sarana dan 
Prasarana Pendukungnya 

Belanja Jasa Konsultansi 
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa 
untuk Konstruksi Pondasi 
serta Struktur Bangunan 

Belanja Jasa Konsultansi 
Pengawasan Rekayasa-
Jasa Pengawas Pekerjaan 
Konstruksi Bangunan 
Gedung 

Belanja Modal Perkakas 
Bengkel Listrik 

Belanja Modal Alat 
Pendingin 

Belanja Modal Sumber 
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436.162.680 0,00 

223.168.620 0,00 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

12.994.060 0,00 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

200.000.000 0,00 

PROGRAM PEMENUHAN 

115.681.931.183 30.001.025.316,00 264.625.614.233

37.585.052.632 16.075.457.477,00 264.061.338.980

 4.992.500.000 1.521.787.040,00 135.207.500.000

untuk Konstruksi Pondasi 
 0 757.489.530,00 

Jasa Pengawas Pekerjaan 

0 584.486.210,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 
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0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

264.625.614.233 85.352.999.121,00 

264.061.338.980 84.229.699.121,00 

135.207.500.000 66.416.012.812,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 763.495.740,00 

0 464.454.000,00 

0 390.858.750,00 
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Tenaga 

Belanja Modal Alat 
Kesehatan Umum Lainnya

Belanja Modal Unit Alat 
Laboratorium Lainnya 

Belanja Modal 
System/Power Supply 

Belanja Modal Alat 
Pengolahan Air 

Belanja Modal Bangunan 
Gedung Kantor 

Belanja Modal Bangunan 
Gudang 

Belanja Modal Bangunan 
Gedung Instalasi 

Belanja Modal Instalasi 
Air Bersih/Air Baku 
Lainnya 

Belanja Modal Instalasi 
Air Kotor Lainnya 

Pembangunan Puskesmas

Belanja Modal Mebel 

Pembangunan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 

Pembangunan Rumah 
Dinas Tenaga Kesehatan 

Belanja Modal Rumah 
Negara Golongan I 

Pengembangan Rumah 
Sakit 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Puskesmas 

Belanja Pemeliharaan 
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung 
Tempat Kerja-Bangunan 
Gedung Kantor 

Pengadaan Sarana 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Pengadaan Prasarana dan 
Pendukung Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Belanja Modal Kendaraan 
Bermotor Khusus 

Belanja Modal Alat 
Kedokteran Umum 
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Kesehatan Umum Lainnya 0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

Pembangunan Puskesmas 388.440.000 0,00 45.435.853.092

0 0,00 

0 0,00 5.500.000.000

200.000.000 0,00 

0 0,00 

2.600.000.000 0,00 

 0 99.009.806,00 

0 99.009.806,00 

4.584.190.533 0,00 

Pengadaan Prasarana dan 

0 398.091.400,00 49.185.366.271

Belanja Modal Kendaraan 
0 0,00 

0 0,00 
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0 10.388.969.287,00 

0 3.215.080.032,00 

0 1.243.200.000,00 

0 221.250.000,00 

0 22.705.858.236,00 

0 154.702.477,00 

0 90.476.421,00 

0 512.037.400,00 

0 1.273.500.000,00 

45.435.853.092 2.989.296.582,00 

0 362.347.781,00 

5.500.000.000 723.841.149,00 

533.617.614 266.808.807,00 

0 266.808.807,00 

91.800.000 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

493.897.942 44.952.600,00 

49.185.366.271 3.744.910.879,00 

0 349.211.100,00 

0 968.942.400,00 
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Belanja Modal Alat 
Kesehatan Kebidanan dan 
Penyakit Kandungan 

Belanja Modal Alat 
Laboratorium Patologi 

Belanja Modal Jaringan 
Listrik Lainnya 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Belanja Bahan-Bahan 
Lainnya 

Belanja Modal Alat 
Kedokteran Gigi 

Belanja Modal Alat 
Laboratorium Umum 

Pengadaan dan 
Pemeliharaan Alat 
Kalibrasi 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas 
dan Cover 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan 
Cetak 

Belanja Makanan dan 
Minuman Rapat 

Honorarium Narasumber 
atau Pembahas, 
Moderator, Pembawa 
Acara, dan Panitia 

Belanja Jasa Pemasangan 
Instalasi Telepon, Air, dan 
Listrik 

Belanja Perjalanan Dinas 
Biasa 

Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 

Belanja Modal Personal 
Computer 

Pengadaan Obat, Vaksin 

Belanja Obat-Obatan-
Obat 
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Kesehatan Kebidanan dan 
0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

Penunjang Medik Fasilitas 
8.545.821.086 951.352.968,00 26.645.836.811

0 1.327.044.368,00 

0 0,00 

0 0,00 

800.000.000 1.670.452.824,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Alat Tulis 

0 2.066.000,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 

0 28.965.000,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 

0 47.761.500,00 

0 143.683.400,00 

Honorarium Narasumber 

0 48.100.000,00 

Belanja Jasa Pemasangan 
Instalasi Telepon, Air, dan 

0 199.883.800,00 

0 304.140.474,00 

0 861.381.000,00 

0 0,00 

10.218.074.108 2.887.767.486,00 

0 1.158.987.680,00 
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0 2.953.682.660,00 

0 349.146.280,00 

0 7.950.500.000,00 

26.645.836.811 0,00 

0 0,00 

0 663.000.000,00 

0 1.290.530.200,00 

949.000.000 147.500.000,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 61.834.246,00 

0 0,00 

0 0,00 
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Pengadaan Bahan Habis 
Pakai 

Pemeliharaan Prasarana 
dan Pendukung Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Pemeliharaan Rutin dan 
Berkala Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Distribusi Alat Kesehatan, 
Obat, Vaksin, Bahan 
Medis Habis Pakai 
(BMHP), Makanan dan 
Minuman ke Puskesmas 
serta Fasilitas Kesehatan 
Lainnya 

Belanja Bahan-Bahan 
Bakar dan Pelumas 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Perabot 
Kantor 

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 

Belanja Makanan dan 
Minuman pada Fasilitas 
Pelayanan Urusan 
Kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Produktif 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Lanjut 
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4.275.119.875 554.542.090,00 

34.199.000 0,00 

Penunjang Medik Fasilitas 
146.551.050 0,00 

Distribusi Alat Kesehatan, 

572.230.480 212.792.000,00 

0 59.054.000,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 

0 856.000,00 

72.477.166.551 8.062.610.523,00 

1.100.731.625 79.435.000,00 

455.763.844 28.370.000,00 

0 23.280.000,00 

Kesehatan Bayi Baru Lahir 365.800.000 2.620.000,00 

725.891.500 95.810.000,00 

608.601.030 108.927.000,00 

740.300.000 68.600.000,00 

910.524.527 86.775.000,00 
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0 0,00 

0 0,00 

18.467.250 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

559.905.253 147.500.000,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 
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Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Risiko Terinfeksi HIV 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi Penduduk 
pada Kondisi Kejadian 
Luar Biasa (KLB) 

Belanja Makanan dan 
Minuman Aktivitas 
Lapangan 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi Penduduk 
Terdampak Krisis 
Kesehatan Akibat 
Bencana dan/atau 
Berpotensi Bencana 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Belanja Makanan dan 
Minuman Jamuan Tamu 

Belanja Sewa Bangunan 
Gedung Tempat 
Pertemuan 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 

Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Tradisional, 
Akupuntur, Asuhan 
Mandiri, dan Tradisional 
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159.662.000 25.514.600,00 

14.400.000 0,00 

Kesehatan Orang dengan 
213.169.680 25.267.600,00 

Kesehatan Orang Terduga 
585.256.000 12.289.200,00 

Kesehatan Orang dengan 
274.562.600 23.299.000,00 

Kesehatan bagi Penduduk 

2.250.519.190 129.303.000,00 

0 42.700.000,00 

Kesehatan bagi Penduduk 

56.540.290 0,00 

1.555.614.766 311.533.000,00 

0 11.725.000,00 

0 15.000.000,00 

448.238.000 21.210.000,00 

424.093.000 53.930.000,00 

944.729.587 197.119.000,00 

497.463.000 1.930.000,00 
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0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 
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Lainnya 

Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Masalah Kesehatan Jiwa 
(ODMK) 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Jiwa dan 
NAPZA 

Pengelolaan Upaya 
Kesehatan Khusus 

Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Belanja Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi Peserta 
PBPU dan BP Kelas 3 

Belanja Bantuan Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi 
Peserta PBPU dan BP 
Kelas 3 

Pengambilan dan 
Pengiriman Spesimen 
Penyakit Potensial KLB ke 
Laboratorium 
Rujukan/Nasional 

Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat 

Operasional Pelayanan 
Rumah Sakit 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya 

Belanja Suku Cadang-
Suku Cadang Alat 
Angkutan 

Honorarium Tim 
Pelaksana Kegiatan dan 
Sekretariat Tim Pelaksana 
Kegiatan 

Belanja Jasa Tenaga 
Kesehatan 
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1.399.624.160 134.397.800,00 

Orang dengan 

1.320.000 0,00 

26.228.000 2.040.000,00 

1.558.186.000 18.703.000,00 

1.514.503.165 248.395.000,00 

18.827.435.924 1.928.646.363,00 

0 3.213.280.000,00 

0 2.576.000,00 

Penyakit Potensial KLB ke 

84.800.000 0,00 

559.696.000 0,00 

23.450.268.518 152.037.196,00 

6.315.749.545 647.875.000,00 

3.929.191.000 762.133.000,00 

0 16.167.150,00 

Sekretariat Tim Pelaksana 
0 20.500.000,00 

0 478.200.000,00 
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0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

42.562.273 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

27.342.980 0,00 

0 0,00 

490.000.000 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 
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Belanja Jasa Tenaga 
Administrasi 

Belanja Jasa Tenaga 
Operator Komputer 

Belanja Jasa Tenaga Supir 

Belanja Tagihan Listrik 

Belanja Modal Bangunan 
Terbuka 

Pelaksanaan Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan di 
Kabupaten/Kota 

Investigasi Awal Kejadian 
Tidak Diharapkan 
(Kejadian Ikutan Pasca 
Imunisasi dan Pemberian 
Obat Massal) 

Pelaksanaan 
Kewaspadaan Dini dan 
Respon Wabah 

Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Kesehatan 
secara Terintegrasi 

Pengelolaan Data dan 
Informasi Kesehatan 

Pengelolaan Sistem 
Informasi Kesehatan 

Pengadaan 
Alat/Perangkat Sistem 
Informasi Kesehatan dan 
Jaringan Internet 

Penerbitan Izin Rumah 
Sakit Kelas C, D dan 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Mutu 
Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

Perencanaan Kebutuhan 
dan Pendayagunaan 
Sumberdaya Manusia 
Kesehatan untuk UKP dan 
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0 157.950.000,00 

0 26.650.000,00 

 0 7.000.000,00 

0 10.305.500,00 

0 0,00 

2.465.603.600 30.073.814,00 

Investigasi Awal Kejadian 

Imunisasi dan Pemberian 
10.000.000 9.760.000,00 

2.700.000 0,00 

2.150.000.000 140.945.049,00 

850.000.000 111.904.700,00 

1.300.000.000 29.040.349,00 

0 0,00 

Kesehatan Tingkat Daerah 
3.469.712.000 14.103.400,00 

3.469.712.000 14.103.400,00 

14.844.320.000 587.101.000,00 

Kesehatan untuk UKP dan 13.778.200.000 528.690.000,00 
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0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 147.500.000,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

4.370.000 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

4.370.000 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 
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UKM di Wilayah 
Kabupaten/Kota 

Perencanaan dan 
Distribusi serta 
Pemerataan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

Pemenuhan Kebutuhan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan sesuai Standar 

Pembinaan dan 
Pengawasan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 

Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Benda 
Pos 

Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM SEDIAAN 
FARMASI, ALAT 
KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN 

Pemberian Izin Apotek, 
Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Perizinan Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat 
Kesehatan, dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

Penyediaan dan 
Pengelolaan Data 
Perizinan dan Tindak 
Lanjut Pengawasan Izin 
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Pemerataan Sumber Daya 
6.543.500.000 495.000.000,00 

 6.734.700.000 0,00 

 500.000.000 33.690.000,00 

Belanja Alat/Bahan untuk 

0 1.500.000,00 

Pengembangan Mutu dan 

1.066.120.000 58.411.000,00 

Pengembangan Mutu dan 

1.066.120.000 58.411.000,00 

1.757.084.000 0,00 

1.000.000.000 0,00 

Pengawasan serta Tindak 

700.000.000 0,00 

300.000.000 0,00 
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0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 
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Apotek, Toko Obat, Toko 
Alat Kesehatan, dan 
Optikal, Usaha Mikro 
Obat Tradisional (UMOT) 

Penerbitan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga dan 
Nomor P-IRT sebagai Izin 
Produksi, untuk Produk 
Makanan Minuman 
Tertentu yang dapat 
Diproduksi oleh Industri 
Rumah Tangga 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Sertifikat Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga 
dan Nomor P-IRT sebagai 
Izin Produksi, untuk 
Produk Makanan 
Minuman Tertentu yang 
dapat Diproduksi oleh 
Industri Rumah Tangga 

Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Post Market pada 
Produksi dan Produk 
Makanan Minuman 
Industri Rumah Tangga 

Pemeriksaan Post Market 
pada Produk Makanan-
Minuman Industri Rumah 
Tangga yang Beredar dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 

Belanja Jasa Tenaga 
Laboratorium 

Penyediaan dan 
Pengelolaan Data Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Perizinan Industri Rumah 
Tangga 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 
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257.164.000 0,00 

Pengawasan serta Tindak 

Sertifikat Produksi Pangan 

IRT sebagai 

257.164.000 0,00 

499.920.000 79.205.925,00 

Pemeriksaan Post Market 

Minuman Industri Rumah 
Tangga yang Beredar dan 
Pengawasan serta Tindak 

199.920.000 68.515.925,00 

0 56.795.925,00 

Perizinan Industri Rumah 
300.000.000 0,00 

1.342.808.085 147.597.000,00 
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0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 
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Advokasi, Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat 
dan Lintas Sektor Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Peningkatan Upaya 
Promosi Kesehatan, 
Advokasi, Kemitraan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Pengembangan dan 
Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat (UKBM) 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Bimbingan Teknis dan 
Supervisi Pengembangan 
dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah 

 
 

C. PERHITUNGAN KINERJA PENGELOAAN KEUANGAN

1. Indikator Angka Kematian Neonatal

Program 

PROGRAM PEMENUHAN 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 
ALAT KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN  

 

 

 

 

BAB II   PERENCANAAN KINERJA                                                                                                       

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

Advokasi, Pemberdayaan, 

dan Lintas Sektor Tingkat 
1.040.746.800 110.472.000,00 

1.040.746.800 110.472.000,00 

Daya Masyarakat (UKBM) 

302.061.285 37.125.000,00 

Supervisi Pengembangan 

Daya Masyarakat (UKBM) 302.061.285 37.125.000,00 

155.994.919.154 11.048.278.371,00 145.516.256.603

PERHITUNGAN KINERJA PENGELOAAN KEUANGAN 

Indikator Angka Kematian Neonatal 

Capaian Kinerja Program Keuangan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 

126.00 
PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 
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0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

145.516.256.603 2.159.234.333,00 

Kinerja  
Keuangan Kategori 

77,25 Boros 
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2. Indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan

PROGRAM 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 
ALAT KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN  

 

3. Indikator  Prevalensi Balita Stunting

PROGRAM 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

 

4. Indikator  Persentase Penurunan Angka Kesakitan akibat Penyakit

PROGRAM 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 
ALAT KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN  
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Indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 
KEUANGAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 

100.00 
PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 

 

Prevalensi Balita Stunting 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 
KEUANGAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 

94,6 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 

Persentase Penurunan Angka Kesakitan akibat Penyakit

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 
KEUANGAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 

39,2 
PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 
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KINERJA  
KEUANGAN 

KATEGORI 

69,70 Boros 

KINERJA  
KEUANGAN 

KATEGORI 

69,72 Efektif-Efisien 

Persentase Penurunan Angka Kesakitan akibat Penyakit 

KINERJA  
KEUANGAN 

KATEGORI 

76,90 Boros 
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5. Indikator  Persentase Keluarga Bersanitasi Lengkap

PROGRAM 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 

 

PERHITUNGAN KINERJA PENGELOAAN KEUANGAN

STATEGIS 

1.  Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

PROGRAM 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 
ALAT KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 
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Persentase Keluarga Bersanitasi Lengkap 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 
KEUANGAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 

85,9 
PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

PERHITUNGAN KINERJA PENGELOAAN KEUANGAN MENURUT SASARAN 

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 
KEUANGAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 

359.80 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
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KINERJA  
KEUANGAN 

KATEGORI 

70,31 Efektif-Efisien 

MENURUT SASARAN 

KINERJA  
KEUANGAN 

KATEGORI 

293.57 Efektif-Efisien 
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2. Terciptanya Lingkungan Perumahan dan 

bersih dan Sehat

PROGRAM 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 
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Terciptanya Lingkungan Perumahan dan Permukiman Masyarkat yang 

bersih dan Sehat 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 
KEUANGAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN PERORANGAN DAN 

85,9 
PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
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Permukiman Masyarkat yang 

KINERJA  
KEUANGAN 

KATEGORI 

70,31 Efektif-Efisien 
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Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang 

disampaikan kepada atasan masing

akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Oleh 

karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Ins

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 20

pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran 

perkembangan capaian kinerja. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

alat kendali dan dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung 

terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (

governance).  

Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan 

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kep

2022, Dinas Kesehatan

Sasaran Strategis dan 33 (Tiga puluh tiga

kinerja yang telah dilakukan melalui pengukuran kinerja

terhadap 2 Sasaran Strategis yang dicapai dengan 

yang dilaksanakan dalam tahun 20

dengan kategori baik sekali atau 

Desain Kantor Bupati Kepl. 
Talaud (under construction)

BAB II   PERENCANAAN KINERJA                                                                                                       

LAKIP DINKES TALAUD T.A.  20

BAB   IV 

PENUTUP 
 
 

  

Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang 

disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan 

akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Oleh 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

paten Kepulauan Talaud Tahun 2022 disusun sebagai wujud 

pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran 

perkembangan capaian kinerja. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai 

alat kendali dan dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung 

terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (

Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai 

Sasaran Strategis dan 33 (Tiga puluh tiga) Indikator Kinerja. 

kinerja yang telah dilakukan melalui pengukuran kinerja menunjukkan bahwa 

trategis yang dicapai dengan 33 indikator kinerja sasaran 

yang dilaksanakan dalam tahun 2022, sebanyak 5 indikator kinerja dicapai 

baik sekali atau berhasil. 

Desain Kantor Bupati Kepl. 
Talaud (under construction) 
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Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang 

masing, lembaga pengawasan dan 

akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Oleh 

tansi Pemerintah (LAKIP) 

disusun sebagai wujud 

pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran 

perkembangan capaian kinerja. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas 

ini diharapkan dapat berperan sebagai 

alat kendali dan dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung 

terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good 

Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan 

ulauan Talaud Tahun Anggaran 

Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai 2 (dua) 

) Indikator Kinerja. Pencapaian 

menunjukkan bahwa 

indikator kinerja sasaran 

indikator kinerja dicapai 
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Berdasarkan atas uraian tersebut diatas mak

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud telah berusaha secara 

maksimal dalam pencapaian kinerja sasaran s

2020. Namun Demikian, dalam pelaksanaan beberapa kegiatan masih 

terdapat beberapa kendala yang terkait dengan proses pengelolaan dan 

penyelesaian administrasi pencairan anggaran. 

Demikian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

dalam kerangka penerapan 

memenuhi tuntutan pelayanan publik akan kinerja pemerintah yang 

transparan dan akuntabel terutama dalam jajaran Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Talaud  di masa yang akan datang sebagai wujud pengabdian bag

bangsa dan negara dalam bentuk karya nyata dalam pencapaian pelayanan 

prima demi  kemakmuran dan keutuhan 

Talaud. 
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Berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Kabupaten Kepulauan Talaud telah berusaha secara 

maksimal dalam pencapaian kinerja sasaran secara keseluruhan pada tahun 

. Namun Demikian, dalam pelaksanaan beberapa kegiatan masih 

terdapat beberapa kendala yang terkait dengan proses pengelolaan dan 

penyelesaian administrasi pencairan anggaran.  

Demikian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

angka penerapan Good Governance meningkat dan mampu 

memenuhi tuntutan pelayanan publik akan kinerja pemerintah yang 

transparan dan akuntabel terutama dalam jajaran Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Talaud  di masa yang akan datang sebagai wujud pengabdian bag

bangsa dan negara dalam bentuk karya nyata dalam pencapaian pelayanan 

prima demi  kemakmuran dan keutuhan wilayah Kabupaten Kepulauan 

  

   Melonguane,          Pebruari  20

      Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
   KABUPATEN KEPULAUAN T

   Dr.dr. Jawali J. Ektivianus, M.Kes.
   NIP. 19721001 200012 1 004
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a dapat disimpulkan bahwa 

Kabupaten Kepulauan Talaud telah berusaha secara 

ecara keseluruhan pada tahun 

. Namun Demikian, dalam pelaksanaan beberapa kegiatan masih 

terdapat beberapa kendala yang terkait dengan proses pengelolaan dan 

Demikian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun 

meningkat dan mampu 

memenuhi tuntutan pelayanan publik akan kinerja pemerintah yang 

transparan dan akuntabel terutama dalam jajaran Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Talaud  di masa yang akan datang sebagai wujud pengabdian bagi 

bangsa dan negara dalam bentuk karya nyata dalam pencapaian pelayanan 

wilayah Kabupaten Kepulauan 

Melonguane,          Pebruari  2023 

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 

r.dr. Jawali J. Ektivianus, M.Kes. 
19721001 200012 1 004 




